BAB Il
LANDASAN TEORI

2.1  Teori Otonomi Desa
2.1.1 Pengertian Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan
merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban
menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istemewa, desa
dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata,
memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka
pengadilan.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur
dang mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat
untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan
pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang
pemerintah Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa.
kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap
menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik
Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan
dari bangsa dan Negara Indonesia, serta untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat
yang dilaksanakan dalam koridor Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

(Widjaja, 2005).
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2.1.2 Pengertian Desa

Pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa merupakan nomina (kata benda)
yang berarti :
a. Sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, kampung,
dusun.
b. Udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota).
c. Tempat, tanah, daerah.

Kebijakan otonomi desa pada masa pemerintahan Orde Baru Peraturan
Perundang-Undangan mengenai desa mengalami perubahan yang ditandai dengan
terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, pengaturan yang tidak
menyeragamkan pemerintahan desa merupakan hambatan untuk melaksanakan
pembinaan dan pengendalian yang intensif yang berguna untuk meningkatkan
taraf hidup masyarakat. Dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang ini
bahwa kebijakan mengenai desa diarahkan pada penyeragaman bentuk dan
susunan  pemerintahan desa secara nasional. Namun, hak dalam

menyelenggarakan rumah tangga sendiri bukan merupakan hak otonomi, sehingga
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dapat dikatakan bahwa dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979
administrasi desa dipisahkan dari hak adat istiadat dan hak asal usul, desa hanya
sebagai satuan administratif dalam tatanan pemerintah.

Setelah terjadi gerakan reformasi pada tahun 1998, pengaturan mengenai
desa mengalami perubahan seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini secara nyata
mengakui otonomi desa, otonomi yang dimiliki oleh desa menurut Undang-
Undang ini adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya bukan berdasarkan
penyerahan wewenang dari Pemerintah. Terbitnya Undang-Undang ini juga
terjadi perubahan dalam aspek pemerintahan desa, menurut ketentuan di dalam
Undang-Undang tersebut di desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan
Perwakilan Desa, yang merupakan Pemerintahan Desa. Berdasarkan konsep
pemerintahan desa yang seperti ini maka dalam pelaksanaan tugasnya Kepala
Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD.

Peraturan mengenai desa kembali mengalami perubahan seiring dengan
terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan mengenai desa di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
kemudian ditindaklanjuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
tentang Desa, berdasarkan Undang-Undang ini kewenangan secara prinsip tidak
ada perubahan yang mendasar dalam pengaturan mengenai kewenanangan desa.
Perubahan yang mendasar terdapat dalam aspek pemerintahan baik pemerintahan
desa maupun hubungannya dengan supra desa. Menurut Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004, Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan
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Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk
memberikan  laporan  penyelenggaraan  pemerintahan  desa  kepada
Bupati/Walikota, memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BPD, serta
menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada
masyarakat.

Peraturan mengenai desa mengalami babak baru pasca ditanda tangani
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa oleh Presiden Susilo
Bambang Yudoyono pada bulan januari 2014, terdapat beberapa perubahan
signifikan pada penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Substansi yang berbeda
dengan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 72 Tentang Desa adalah sebagai berikut:

o))

. Kepala Desa bisa menjabat sampai 3 kali masa jabatan (18 Tahun);

b. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak untuk satu
Kabupaten/Kota;

c. Desa menerima alokasi anggaran langsung dari APBN selain alokasi dana
desa dari APBD;

d. BPD bersifat wajib untuk dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah;

e. Sekretaris desa dan kaur desa diberhentikan pada umur 60 tahun;

f. Masa jabatan BPD sampai 3 kali masa jabatan (18 Tahun);

g. BPD secara konstitusional bukan lagi Penyelenggara Pemerintahan Desa,

tetapi hanya menjalankan 3 fungsi yaitu fungsi legislasi, aspirasi, dan

pengawasan;
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h. Terbuka ruang untuk eksistensi desa adat;

i. Terbuka ruang untuk Pembentukan Sistem Informasi Desa;

j. Terbuka ruang untuk Pembentukan Lembaga Adat Desa;

k. Sekdes sudah tidak lagi berasal dari PNS tetapi dari penduduk desa yang
bersangkutan yang memenuhi syarat.
Secara umum eksistensi dan wewenang desa menjadi lebih besar dari
sebelumnya, dan sangat tergantung pada Penyelenggara Pemerintah Desa

untuk percepatan pembangunan di desa (Saputra, 2014).

2.2  Teori Peranan
2.2.1 Pengertian Peran

Istilah peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti
pemain sandiwara (film). Peran adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang
sesuai dengan kedudukannya. Peran menentukan apa yang harus diperbuat
seseorang bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan
masyarakat kepadanya.

Peran manurut Soekanto (2009) adalah proses dinamis kedudukan (status).
Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan
kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dan
peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat
dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebalinya.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto, peran dibagi menjadi tiga

bagian yaitu sebagai berikut:
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1. Peran aktif
Adalah peran yang diberikan anggota kelompok karena kedudukannya
didalam kelompok sebagai aktivitas kelompok, seperti pengurus, pejabat
dan lain sebagainya.
2. Peran partisipatif
Adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada
kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi
kelompok itu sendiri.
3. Peran pasif
Adalah sumbangan anggota kelompok bersifat pasif, dimana anggota
kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi-

fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Adapun konsep peran oleh sebagai berikut:

1. Bagian dari tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen

2. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status

3. Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok

4. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik ada
padanya

5. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang
diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya Dinas
Perhubungan sebagai suatu organisasi formal tertentu dapat diharapkan berfungsi

dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai penyayom bagi masyarakat



23

dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir
kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata. Jadi, dapat disimpulkan
bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang
atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan

tertentu.

2.2.2 Pengertian Peranan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peranan adalah suatu
yang menjadi bagian atau memegang pimpinan terutama dalam terjadinya suatu
hal atau peristiwa.

Menurut Soekanto (2009), peranan adalah :

a. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan apabila seseorang
melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya dalam hal
ia menjalankan suatu peranan.

b. Peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang dan peranan itu
menyebabkan seseorang pada batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-
perbuatan orang lain.

c. Peranan adalah norma-norma yang berlaku misalnya norma kesopanan
menghendaki agar seseorang laki-laki bila berjalan bersama seorang
wanita, harus disebelah luar.

Dengan demikian peranan mencakup paling sedikitnya dalam tiga hal
yaitu :

a. Peranan meliputi hal-hal yang dihubungkan dengan posisi atau tempat

dalam masyarakat.
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b. Peranan merupakan suatu konsep atau perihal apa yang didapat oleh
individu didalam masyarakat didalam suatu organisasi.

c. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu dalam struktur
sosial masyarakat.

Perbedaan antara peranan dan kedudukan adalah untuk kepentingan ilmu
pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena saling
ketergantungan antara satu dengan yang lain, tidak ada peranan tanpa kedudukan
atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, setiap orang
mempunyai bermacam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan
dalam hidupnya, sehingga peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi
masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa saja yang diberikan masyarakat
kepadanya.

Menurut Ali  (2002) menjelaskan Peranan adalah perilaku yang
berlangsung atau tindakan yang berkaitan dengan kedudukan tertentu dalam
struktur organisasi dan dapat dijelaskan dengan istilah lain bahwa: peranan
dipakai untuk menujukan gabungan pola-pola kebudayaan yang berkaitan dengan
posisi status tertentu. Peranan meliputi sikap, nilai, dan perilaku yang ditentukan
masyarakat kepada setiap dan semua orang yang menduduki jabatan tertentu.

Menurut Berry (2003), mendefenisikan peranan sebagai harapan-harapan
yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.
Harapan-harapan tersebut merupakan imbangan dari norma-norma sosial dan oleh
karena itu dapat dikatakan bahwa peranan ditentukan oleh norma-norma didalam

masyarakat, dalam peranan itu terdapat dua harapan yaitu harapan yang dimiliki
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oleh si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang yang
menjalankan perananannya atau kewajiban-kewajibannya.

Peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang
yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu
kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. Dalam kenyataannya, mungkin jelas
dan mungkin juga tidak begitu jelas. Tingkat kejelasan ini akan menentukan pula
tingkat kejelasan peranan seseorang (Sedarmayanti, 2004)

Berdasarkan pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan
adalah suatu pola tindakan yang dilakukan oleh aparat desa baik secara individual
maupun secara bersama-sama yang dapat menimbulkan suatu peristiwa. Jadi,
apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan

kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan

2.3  Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah suatu
badan yang sebelumnya disebut Badan Perwakilan Desa, yang berfungsi
menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan
aspirasi masyarakat. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang
bersangkutan, yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Wakil yang
dimaksud dalam hal ini adalah penduduk desa yang memangku jabatan seperti
Ketua Rukun Warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat lainnya, serta masa
jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali 2 kali

masa jabatan berikutnya (Abdullah, 2005).
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Badan  Permusyawaratan Desa  berkedudukan  sebagai  unsur
penyelenggaraan pemerintahan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa terdapat
dua lembaga vyaitu Pemerintah Desa dan BPD. Pemerintah berfungsi
menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan
BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan
menyalurkan aspirasi masyarakat, mengawasi pemerintahan desa, serta
merencakan APBDes (Nurcholis, 2011).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada Pasal 55 Badan
Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

a. Membahas dan menyepakati Racangan Peraturan Desa bersama Kepala
Desa;

b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan

c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pada Pasal 56 mengenai keanggotaan Badan Permusyawarataan Desa:

1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk
desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan
secara demokratis.

2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 tahun terhitung
sejak tanggal pengucapan sumpah/janiji.

3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 kali secara

berturut-turut atau tidak berturut-turut.
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Pada Pasal 57 persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa
adalah:

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;

c. Berusia paling rendah 20 tahun atau sudah/pernah menikah;

d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau
sederajat;

e. Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;

f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan

g. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsinya diberikan
hak pada Pasal 61 bahwa Badan Permusyawaratan Desa berhak:

a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan
Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;

b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan
pemberdayaan masyarakat desa; dan

c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
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Selanjutnya pada Pasal 63 anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;

b. Penyelenggaran Pemerintahan Desa;

c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi
masyarakat desa;

d. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok,
dan/atau golongan;

e. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; dan

f. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga
kemasyarakatan desa.

Peraturan yang baru mengenai BPD yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Peraturan
menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 10
Januari 2017. Dalam pasal 3 Permendagri Nomor 110/2016 ini disebutkan. Tujuan
pengaturan BPD untuk mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Desa, mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan
aspirasi masyrakat desa, dan menolong BPD dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik di Desa. Permendagri ini juga menjelaskan tentang
pengisian keanggotaan Badan Permusyawatan Desa yaitu berdasarkan
keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan. Berbeda dengan masa orde

baru Pemerintahan Desa belum bisa mengatur rumah tangganya sendiri, pasca
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periode reformasi perubahan yang cukup substansial dalam tata Pemerintahan
Desa dengan adanya otonomi daerah untuk tercapainya kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat.

Pemilihan atau pembentukan anggota BPD disesuaikan dengan kedudukan
desa, sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengambil keputusan,
maka anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan
keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
Cara pemilihan anggota BPD dapat melalui pemilihan langsung, dipilih
perwililayah kampung/dusun, atau dipilih secara musyawarah. Hasil
pemilihan/musyawarah dikirimkan ke desa untuk keterwakilan desa, kemudian
dilakukan pertimbangan-pertimbangan dan persetujuan hasil musyawarah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 58 diatur bahwa
jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 orang dan
paling banyak 9 orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk,
dan kemampuan keuangan desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peranan sangat penting,
sebagai wadah bagi anggota masyarakat yang memenuhi syarat untuk
berpartisipasi pada penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun peranan BPD di dalam desa yaitu :

1. Sebagai mitra pemerintahan
BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan
Desa yang diajukan BPD dan Kepala Desa yang diselenggarakan oleh

BPD dalam Musyawarah BPD.
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2. Sebagai wakil masyarakat
a. Menampung aspirasi masyarakat
Pelaksanaan menampung aspirasi masyarakat dilakukan di
sekretariat BPD dalam hal diadministrasikan dan disampaikan dalam
musyawarah desa.
b. Menyalurkan aspirasi masyarakat
BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan
tulisan seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam
musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa dan penyampaian aspirasi
melalui  surat dalam rangka penyampaian masukan bagi
penyelenggaraan pemerintahan desa, permintaan keterangan kepada
Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal
dari usulan BPD.
3. Sebagai pengawas
BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, seperti
perencanaan kegiatan Pemerintahan Desa, pelaksanaan kegiatan, serta
pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berupa monitoring

dan evaluasi.

2.4  Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
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Kesatuan Repuplik Indonesia. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa
dilaksanakan oleh pemerintah desa (Kepala desa beserta perangkat desa) dan
Badan Permusyawaratan Desa. Selain itu dalam penyelenggaraan pemerintahan
desa, pemerintah desa juga dibantu oleh suatu lembaga kemasyarakatan desa, dan
setiap penyelenggara pemerintahan desa mempunyai tugas dan wewenang sendiri-
sendiri (Suprihatini, 2007).
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1, Pemerintahan
Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selanjutnya yang dimaksud dengan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau
yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Pasal 8,
telah ditentukan beberapa syarat dalam pembentukan sebuah desa:
a. Batas usia desa induk paling sedikit (lima) tahun terhitung sejak
pembentukan;
b. Jumlah penduduk;
c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;
d. Sosial budaya yang dapatmenciptakan kerukunan hidup bermasyarakat
sesuai dengan adat istiadat desa;
e. Memiki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia,

dan sumber daya ekonomi pendukung;
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f. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah
ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota; dan

g. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya
bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilakukan oleh pemerintah desa dan
Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah organisasi
pemerintahan desa yang terdiri atas:

a. Unsur pimpinan, yaitu kepala desa;
b. Unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas:

1) Sekretariat desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh
sekretaris desa;

2) Unsur pelaksanaan teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang
melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan,
keagamaan, dan lain-lain;

3) Unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya
seperti kepala dusun (Nurcholis, 2011).

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem
penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung
jawab kepada Badan Perwakilan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan

tersebut kepada Bupati (Widjaja, 2005).
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2.5  Defenisi Konsep

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur
dang mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat
untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia, desa yang dimaksud disini adalah Desa Pulau
Tengah

Peranan adalah suatu pola tindakan yang dilakukan oleh aparat desa baik
secara individual maupun secara bersama-sama yang dapat menimbulkan suatu
peristiwa. Jadi, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai
dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah suatu badan yang berfungsi
menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan
aspirasi masyarakat. BPD merupakan suatu bentuk kecil dari perwujudan DPR
sebagai wakil masyarakat dalam sistem Pemerintahan Desa, BPD yang dimaksud
yakni BPD Pulau Tengah.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat
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istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Repuplik Indonesia.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem
penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

2.6 Konsep Operasional

Konsep Operasional adalah suatu penelitian yang memberitahukan
bagaimana cara mengukur suatu variabel, sehingga melalui pemgukuran ini dapat
diketahui indikator-indikator apa saja sebagai pendukung untuk analisis dari

variabel tersebut.

Tabel 2.1
Konsep Operasional
Variabel Dimensi Indikator
Peran BPD dalam | 1. Sebagai mitra | 1. Membahas dan
penyelenggaraan pemerintahan memyepakati
pemerintahan sesuai (Legislasi) rancangan Peraturan
dengan fungsinya menurut | 2. Sebagai wakil Desa
UU Nomor 6 Tahun 2014 masyarakat 2. Menampung dan
3. Sebagai pengawas menyalurkan
aspirasi masyarakat
3. Melakukan
pengawasan
terhadap kinerja
Kepala Desa

2.7  Pandangan Islam Tentang Badan Permusyawaratan Desa

Unit Pemerintahan dalam skala yang lebih kecil, Pemerintahan Desa
mempunyai tugas yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, begitu
pula dalam perspektif Hukum Islam, Pemerintahan Desa mempunyai tugas

sebagai pemegang amanat kekuasaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan
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Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Otonomi Daerah yang seluas-luasnya di
dalam rumah tangganya sendiri demi tercapainya pelaksanaan pembangunan dan
kesejahteraaan umum yang merata bagi warga masyarakat Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Sebagai pelaksana amanat yang dibebabankan oleh
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa mempunyai
wewenang untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan sebagaimana dalam

Al-Qur’an dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat: 58 yang berbunyi:

-z
“

by Jialy 11488

5 A0 5 228 155 WAl ) <2138 &

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada
yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum diantar
manusia supaya kamu menetapkan dengan adil ” (Q.S. An-Nisa : 58).

Pelaksana amanat dari Pemerintahan Pusat dan Daerah, Pemerintahan
Desa memiliki kewenangan dan hak-hak di dalam melaksanakan tugas-tugasnya,
dalam hal ini yang menjadi hak-hak Pemerintahan Desa adalah sebagai Ulil Amri
dimana warga masyarakat mempunyai kewajiban menaati Ulil Amri agar
terealisasinya pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi kewenangannya di segala
bidang dalam unit limgkup Pemerintahan Desa. Sebagaimana dalam Al-Qur’an
telah dijelaskan tentang kewajiban menta’ati Ulil Amri dalam Surat An-Nisa ayat

59 yang berbunyi :
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Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan RasulNya dan Ulil
Amri diantara kalian. Maka jika kamu berselisih dalam suatu (urusan),
kembalikanlah ia pada (kitab) Allah dan (sunnah) Rasul, jika kamu
benar-benar beriman terhadap Allah dan hari kemudian, itulah yang
lebih baik dan lebih bagus kesudahannya” (Q.S. An- Nisa : 59).
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Hadist ma’qil bin Yasar, dari hasan bahwasanya Ubaidillah bin yazid
mengunjungi Ma’'qal bin Yasar ra., ketika ia sakit yang menyebabkan
kematiannya, maka Ma’qal berkata kepada Ubaidillah bin Ziyad, Aku akan
menyampaikan kepadamu sebuah hadits yang telah dengar dari Rasulullah SAW,
aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, “Tiada seorang hamba yang diberi
amanat rakyat oleh Allah lalu ia tidak memeliharanya dengan baik, melainkan
Allah tidak akan merasakan padanya harumnya surga (melainkan tidak mendapat
bau surga) ” (Imam Bukhari dalam kitab “Hukum-hukum ")

Berdasarkan kajian Figh Siyasah dikenal istilah Ahl al-hall wa al-‘agd
yang artinya “Orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan
mengikut” istilah ini dirumuskan oleh ulama figih untuk sebutan bagi orang-orang
yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka.
Tugasnya antara lain memilih khalifah, imam, kepala negara secara langsung.
Karena itu Ahl al-hall wa al- ‘agd juga disebut oleh imam Al-Mawardi sebagai ahl

al-ikhtiyar (golongan yang berhak memilih). Peranan golongan ini sangat penting
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untuk memilih salah seorang diantara ahl al-imamat (golongan yang berhak
dipilih) untuk menjadi khalifah.

Paradigma pemikiran ulama figih merumuskan istilah Ahl al-hall wa al-
‘aqd didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan
oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan, Anshar dan Muhajirin.
Mereka ini oleh ulama figih diklaim sebagai Ahl al-hall wa al-‘agd yang
bertindak sebagai wakil umat. Berdasarkan dari uraian diatas dapat dikatakan
bahwa Ahl al-hall wa al-‘aqd merupakan suatu lembaga pemilih. Orang-orang
yang berkedudukan sebagai wakil rakyat, dan salah satu tugasnya memilih
khalifah atau kepala negara. Ini menunjukkan bahwa sistem pemilihan khalifah
dalam pemikiran ulama figih, dan kecenderungan umat islam generasi pertama
dalam sejarah adalah secara tidak langsung atau melalui perwakilan. Dari segi
fungsionalnya, sama seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) ditingkat pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) ditingkat daerah dan sampai unit pemerintahan terendah di Indonesia
yaitu ditingkat desa dikenal adanya Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Ajaran islam telah banyak menjelaskan tentang pentingnya masalah
Pemerintahan baik yang menyangkut urrusan duniawi maupun urusan ukhrawi,
hal ini dikarenakan adanya pendapat bahwa Islam adalah agama yang
komprehensif, didalamnya terdapat sistem ketatanegaraan, sistem ekonomi, sistem
sosial dan sebagainya. Namun dalam skripsi ini lebih menerangkan tentang
pandangan Hukum Islam mengenai Kedudukan Pemerintah Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa (BPD).
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2.8  Penelitian Terdahulu

Aldo Alviandri : Peranan BPD dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan
Pemerintahan Desa.

Tujuan penelitian : Untuk mengetahui bagaimana peranan BPD dalam
menjalankan fungsi pengawasan desa.

Hasil penelitian : pengawasan BPD dalam pembentukan rancangan
peraturan desa dilaksanakan dengan baik, yaitu dengan melakukan rapat
musyawarah desa yang dihadiri oleh BPD, Kepala Desa dan Perangkat Desa. Hal
tersebut sesuai dengan yang tertera dalam PERDA Kab. Kediri Nomor 2 Tahun
2011 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan
Desa yang terdapat dalam pasal 8.

Dian Haryani : Peran BPD dalam Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa di Desa Melati Il Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang
Berdagai.

Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui bagaimana peran BPD dakam
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Hasil Penelitian : BPD kurang berperan dalam menjalankan fungsi
pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Melati 11, seperti dalam
bidang pembangunan yang tidak sesuai dengan RPJM-Desa, serta BPD tidak
mendapatkan pelatihan-pelatihan khusus dalam peningkatan pengetahuan atas

tugas pokok dan fungsinya.
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Alvizar : Tinjauan terhadap UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Parit
Baru Kec. Tambang Kab. Kampar (Peran BPD dalam Menampung dan
Menyalurkan Aspirasi Masyarakat).

Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui bagaimana peran BPD dalam
menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Hasil Penelitian : Peran BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi
masyarakat tidak sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 serta belum optimal
dalam menjalankan tugas dan fungsinya, banyaknya hak masyarakat yang tidak
terlaksana, serta tidak adanya Perdes yang dihasilkan semenjak desa ini berdiri,
dan prosedur yang tidak jelas sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam
menyampaikan aspirasinya.

Hendy Setyawan : Peranan BPD dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat
di Desa Kendal Payak Kec. Pakisaji Kab. Malang.

Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui peran BPD dalam menyalurkan
aspirasi masyarakat serta untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat
BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat.

Hasil Penelitian : Peranan BPD dalam menyalurkan aspirasi masyarakat
sudah berjalan dengan baik. Namun, ada beberapa kendala yang dihadapi seperti
terbatasnya kemampuan SDM Aparatur Desa maupun anggota BPD, terbatasnya
sarana dan prasarana, serta belum adanya partisapasi aktif masyarakat dalam
penyelenggaraan pemerintahan desa.

Moh. Ali Hasan Taufiq : Kedudukan dan Peran BPD dalam Pemerintahan

Desa (Studi Kasus desa Karangkiring Kec. Kebomas Kab. Gresik).
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Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui kedudukan dan peran BPD dalam
pemerintahan desa.

Hasil Penelitian : Kedudukan dan peran BPD dalam pemerintahan desa
belum terlaksana dengan optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari bentuk kerjasama
antara Pemerintah Desa dengan BPD dalam pelaksanaan pembangunan berkaitan
dengan pembuatan Peraturan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, pembahasan
masalah APBDes dan bentuk-bentuk lainnya.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu dalam
penelitian terdahulu masih menggunakan Undang-Undang yang lama vyaitu
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tempat/lokasi penelitian, serta dalam
penelitian terdahulu tersebut tidak ada terdapat pandangan islam mengenai konsep

penelitian.

2.9 Kerangka Berpikir

Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 Tentang Desa

\ Pemerintahan Desa |

! BPD | | Pemerintah Desa |

\/

Peran BPD
dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
1. Sebagai mitra pemerintah desa (Legislasi)
2. Sebagai wakil masyarakat
3. Sebagai pengawas




